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ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG

Oleh
Rezan Septian Nugraha

Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum
pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yan cukup memuaskan, yaitu
dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba
dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan
penyidik dalam peneyelsaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes
palembang. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara
penyalahgunaan narkotika di polrestabes palembang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan penyidik dalam penyelesaian perkara
penyalahgunaan narkotika di polrestabes palembang, dalam kaitan dengan
integrated criminal justice system, maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam
melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan berita acara
pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan barang bukti yang
selanjutnya diserahkan ke penuntut umum. Dan kendala bagi penyidik dalam
penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di polrestabes palembang
berkaitan dengan teori penegakan hukum, yaitu dan sisi perundang-undangan
sudah memadai tetapi perkembangan dan pertumbuhan jenis-jenis narkotika
berkembang pesat yang tidak jarang terjadi bahwasanya jenis narkotika yang ada
belum disebut dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : penyidik, penyalahgunaan narkotika, polrestabes.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kejahatan mengalami perkembangan yang sangat
pesat dengan berbagai bentuk kejahatan yang cukup beragam. Berbagai
kejahatan tersebut tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat
umum dan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia.
Dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya
untuk selalu dapat mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam
masyarakat.?

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk
menciptakan kedamain di dalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-
kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat
dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain dalam hal ini,
hukum pidana sebagai bagian dari hukum tersebut, sering disebut sebagai
hukum sanksi istimewa.

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut
untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersangka
maupun terhadap masyarakat banyak.

Pengertian narkotika seperti yang dikutip dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

“ Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan Tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat
menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi  Sampai  menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan Ketergantungan ”.

D Andi Hamzah dan Sumangelip, Pidana Mati Di Indonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2009, him.34.



Berbicara tentang hukuman mati tidak bisa dilepaskan kitab Undang-
undang Hukum Pidana ( yang selanjutnya akan, disebut KUHP ) itu sendiri,
sebab adanya hukuman mati terdapat dalam KUHP, yaitu terdapat dalam
Pasal 10 KUHP.

Pidana mati merupakan ancaman hukuman pokok yang terberat,
karena pidana mati bukan hanya merampas kemerdekaan individu tetapi juga
merampas jiwa atau nyawa individu tersebut, sehingga diancamkan kepada
kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Dalam hal ini yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu yang salah
satunya terdapat dalam :

Pasal 118 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
Menyalurkan narkotika golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan juga dalam Pasal 119 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
narkotika golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi
5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).?

Hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau hukuman,

tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi

2 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, him 20



tersebut akan membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan dengan faktor
pribadi perilaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sanksi
tersebut terhadap dirinya.

Hukuman atau pemidanaan memiliki bentuk yang berbeda, karena
dalam pelaksanaannya kadangkala hukuman itu dapat membuat pelaku
kejahatan tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi, namun
ada pula yang berlaku sebaliknya yaitu bahwa ada juga hukuman atau sanksi
pidana yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelaku
untuk memperbaiki dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukanya.

Salah satu sanksi pidana tersebut adalah pidana mati yang sampai saat
ini masih diberlakukan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu
pidana pokok memiliki kedudukan yang tertinggi diantara jenis sanksi pidana
yang lainnya. Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP,
pidana mati juga banyak digunakan di berbagai Undang-undang diluar
KUHP. Pidana mati sebagai pidana pokok merupakan satu-satunya bentuk
sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya sanksi pidana yang
paling kejam diantara jenis sanksi yang lainnya.

Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang
merupakan turunan dari KUHP Belanda, akan tetapi dalam hal pengaturan
masalah pidana mati, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia sudah
berbeda dengan KUHP yang dianut di Belanda pada saat ini. Hal ini terlihat

dari tidak dianutnya lagi pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana mati di



negeri Belanda. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini masih
mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana baik dalam
Semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas
kesemuanya merupakan Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang
menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang apabila dilanggar akan
menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari
berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang menarik
perhatian penulis adalah mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Perkembangan tindak pidana narkotika di dunia, khususnya di
Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ini tentunya
akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di
Indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti
pencurian, pemerasan, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang
lainnya. Penggunaan narkotika juga mempunyai dampak yang negatif pada
perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada
masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkotika akan merusak masa
depan bangsa dan menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh.
Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi penegakan
hukum di Indonesia, oleh karena itu nagara melalui aparat penegak
hukumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat
memberantas kejahatan narkoba demi terciptanya kedamaian dan ketertiban

dalam masyarakat.



Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak
hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup
memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat
dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar
narkoba itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana
aparat penegak hukum itu dampak menindak pelaku kejahatan narkoba
tersebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar,
dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Di Indonesia selama ini telah mengusahakan memberikan hukuman
yang maksimal kepada para pengedar atau kepada para bandar besar
narkotika. Hukuman yang dijatuhkan kepada para bandar narkotika tersebut
kebanyakan adalah pidana mati, dan selama ini telah banyak kasus narkotika
yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Dari urain di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah pidana mati
dalam tindak pidana narkotika merupakan solusi yang terbaik dalam usaha
memberantas tindak pidana narkotika. Terhadap kejahatan narkotika, pidana
mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika seperti bandar
narkotika dipandang perlu mengingat ribuan bahkan jutaan jiwa mayarakat
Indonesia akan terancam nyawanya akibat narkotika. Akan tetapi jika ditinjau
dari sifat dan tujuan dari pidana, maka tujuan dari pemidanaan itu sendiri
adalah untuk memperbaiki diri penjahat sehingga dapat mengembalikan
penjahat tersebut sebagai warga negara yang baik. Disamping itu negara

sebagai penjamin ketertiban hukum, maka negara menghendaki pula adanya



pidana yang bersifat dan bertujuan melindungi masyarakat maupun
memperhatikan terdakwa atau terhukum itu sendiri. Pidana juga harus dapat
memberikan pendidikan dan perbaikan atas diri penjahat. Pidana itu harus
mengusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat
sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.
Apabila cara yang dilakukan oleh negara untuk membalaskan kejahatan
pelaku adalah dengan pidana mati, maka jelas tujuan dari pemidanaan
tersebut tidak akan tercapai, karena dengan adanya pidana mati maka
berakhirlah hidup si pelaku kejahatan tersebut. Tidak akan ada lagi soal
pendidikan maupun perbaikan untuk diri penjahat tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan itu, maka dapat diketahui
bahwa dari pidana adapun telah menetapkan pidana mati sebagai pidana
terberat bagi pelanggar etik adat. Dengan demikian apakah pidana mati
tersebut cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang
semakin marak di Indonesia ini. Tetapi apakah adanya penerapan pidana mati
bagi kejahatan narkotika dapat menanggulangi kejahatan narkotika itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Peranan Penyidik
dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di
Palembang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini
yang berjudul : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Dl POLRESTABES

PALEMBANG.



. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara
penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang ?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara
penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang 2.
. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat
pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Peranan
Penyidik dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika
di Palembang.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :
1. Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika
di Polresta Palembang
2. Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan
Narkotika di Polresta Palembang.
. Defenisi Konseptual
1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka

orang tersebut telah menjalankan suatu peran.



2. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sentitis maupun semisentitis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam
undang-undang ini.(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika)

4. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotikatanpa hak atau
melawan hukum. (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika).

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah
penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud
menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan
(library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara
mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para

sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada



relevansinya dengan permasalahan yang dibahas serta didukung dengan data
hasil wawancara pada pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang
relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (content
analisys), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu
kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian,
Serta Metode Penelitian.

Bab 11, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Penyidik, Tugas
dan wewenang Penyidik, Pengertian penyalahgunaan Narkotika dan tindak
pidana dibidang narkotika.

Bab I1l, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Peranan
Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Polresta
Palembang dan Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara
penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.
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